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Abstrak 
Perdagangan mie kuning basah sangat sering dilakukan oleh para pedagang yang tidak bertanggung jawab, karena 
bahan pengawet yang digunakan merupakan bahan kimia yang sangat berbahaya, yaitu formalin. Formalin adalah 
bahan yang dapat meracuni kesehatan manusia yang apabila dikonsumsi dapat menyebabkan alergi, kanker, iritasi 
lambung, muntah bercampur darah hingga kematian. Walaupun sudah dilarang, formalin tetap sering ditemukan 
dan digunakan oleh para pedagang atau produsen supaya dagangannya tahan lama dan tetap terlihat segar serta 
harganya murah. Produsen ataupun pedagang dalam hal ini lebih mengutamakan keuntungan daripada kesehatan 
maupun keselamatan para konsumen. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban pelaku usaha yang menjual mie kuning basah yang diawetkan 
dengan formalin. Selain itu, perlindungan hukum terhadap konsumen sebagai korban juga diperhatikan. Badan 
Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam hal ini turut berperan untuk mengawasi bahan makanan yang 
mengandung formalin. Hasil dari penelitian adalah pelaku usaha tindak pidana perdagangan mie kuning basah 
dengan menggunakan bahan formalin dikenakan sanksi denda sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) karena 
melanggar Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 
Konsumen. 
Kata Kunci: Perdagangan; Mie Kuning Basah; Formalin 
 
Abstract 
The practice of trading yellow noodles is often done by numerous irresponsible sellers because one of the chemicals 
they use as preservative is a very harmful substance, which is formalin. If consumed, formalin may cause allergy, 
cancer, stomach irritation, blood vomiting, and also death. Despite the fact that formalin is forbidden to be added in 
any kind of food products, it is still commonly found and being used by producers to ensure their goods last longer, stay 
fresh and can be sold with cheap prices. In this case, sellers or producers are more profit oriented and set aside 
customer’s health or safety. By using normative juridical research method, the writers intend to find out the liability 
which traders are held for selling formalin-preserved yellow noodles. In addition, legal protection to the victims who 
consumed it should be taken into account. National Agency of Drug and Food Control also have role in watching over 
and supervising food products that contain formalin.  Criminal offenders will be given sanction as they have violated 
Consumer Protection Law. The result of this research shows that the traders are fined as much as Rp 2.000.000 (two 
million rupiah) for breaking Consumer’s Law Constitution Number 8 Year 1999 article 62 paragraph (1) and article 8 
paragraph (1). 
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Jual beli merupakan kegiatan yang 
banyak dilakukan orang, baik jual beli yang 
besar-besar sampai dengan jual beli yang 
kecil-kecil seperti jual beli di kios-kios, 
dimana pihak penjual memperdagangkan 
dan menyerahkan suatu barang kepada 
pihak pembeli setelah pihak pembeli 
membayar sejumlah uang yang telah 
disepakati oleh kedua belah pihak tersebut 
(Fuady, 2008). 
Indonesia adalah salah satu negara 
yang sangat terkenal dengan 
keanekaragamannya, khususnya di bidang 
kuliner. Pangan, sebagai kebutuhan pokok 
manusia dalam kehidupan sehari-hari, 
sangat penting dikonsumsi dalam jumlah 
yang cukup dan bermutu baik agar 
manusia dapat produktif dalam 
beraktivitas. Dalam kegiatan terkait 
pangan harus diperhatikan beberapa 
faktor, seperti keselamatan, keamanan, 
maupun kesehatan jasmani dan rohani 
dengan harapan masyarakat yang 
mengonsumsinya dapat terlindungi dari 
penyakit-penyakit (Kristiyanti, 2017). 
Seiring dengan perkembangan 
zaman, cara pengolahan bahan makanan 
banyak menggunakan bahan kimia seperti 
pewarna, pemanis buatan, dan bahan 
pengawet. Demi mendapatkan keuntungan 
semata, pelaku usaha melakukan tindakan 
yang tidak terpuji, yaitu menyalahgunakan 
bahan yang tidak layak konsumsi ke dalam 
makanan yang dijual di pasar (Sonhaji, 
2014). 
Menurut Samsul (2004), para 
konsumen sering dieksploitasi oleh pelaku 
usaha. Tindakan penyalahgunaan bahan 
tertentu yang tidak sesuai dengan 
peruntukannya yang telah disebutkan 
sebelumnya, sering terjadi. Ditambah lagi, 
terbatasnya pengetahuan konsumen 
mengenai kondisi produk menyebabkan 
konsumen tidak mengetahui apakah suatu 
produk aman dikonsumsi atau tidak. 
Padahal, melalui proses pendidikan, 
konsumen dapat dibekali pengetahuan 
untuk mengetahui adanya tindakan 
penipuan atau penyalahgunaan lain 
sehingga mereka dapat menyadari adanya 
bahan atau obat berbahaya dalam suatu 
produk (Engel, 1994). 
Para pelaku usaha atau produsen 
perlu menyadari bahwa hak-hak 
konsumen harus dihargai. Kesadaran ini 
diterapkan dalam produksi bahan 
makanan yang berkualitas dan mengikuti 
standar untuk aman dimakan. Namun 
dikarenakan kurangnya kepedulian 
mengenai keamanan makanan, tuntutan 
atas makanan yang layak dikonsumsi 
hampir tidak ada (Suryani, 2008). Hal ini 
juga mengakibatkan produsen lebih 
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memilih memperoleh keuntungan 
dibandingkan keselamatan konsumen 
(Kristiyanti, 2017). Pemakaian formalin 
dalam jumlah besar dalam memproduksi 
bahan makanan merupakan salah satu 
contoh ketidakpedulian atas keselamatan 
konsumen. 
Penelitian ini menggunakan teori 
perlindungan hukum, yang memberikan 
pengayoman atas hak asasi yang diperoleh 
konsumen untuk menikmati hal-hal yang 
diberikan oleh hukum. Dengan kata lain, 
perlindungan hukum adalah upaya hukum 
yang dilakukan dan diterapkan oleh aparat 
penegak hukum dalam rangka 
memberikan rasa aman dari gangguan dan 
berbagai ancaman dari pihak manapun. 
Meskipun sudah digolongkan 
sebagai bahan tambahan pangan yang 
dilarang menurut Peraturan Menteri 
Kesehatan (Permenkes) No. 
722/Menkes/Per/IX/88, formalin masih 
saja ditemukan dan digunakan oleh para 
pedagang atau produsen supaya 
dagangannya tahan lama dan terlihat segar 
dengan harga jual yang murah. Formalin 
merupakan bahan kimia yang 
membahayakan kesehatan manusia 
diakibatkan sifatnya yang beracun dan 
dapat mengakibatkan iritasi lambung, 
alergi, kanker, muntah bercampur darah 
hingga kematian karena kegagalan 
peredaran darah (Cahyadi, 2009). 
Kekhawatiran mulai muncul di 
kesadaran masyarakat untuk 
mengonsumsi berbagai jenis bahan 
makanan, khususnya yang dijual di pasar 
tradisional karena diawetkan dengan 
menggunakan bahan kimia formalin. Salah 
satu produk tersebut adalah mie kuning 
basah. 
Sebagai produk makanan yang 
hampir dikonsumsi masyarakat sehari-
hari, mie kuning basah dalam 
pengawetannya sering menggunakan 
bahan kimia formalin, menyebabkannya 
tidak layak diperdagangkan maupun 
dikonsumsi karena tidak sesuai atau tidak 
memenuhi kriteria yang telah 
dipersyaratkan. Oleh karena itu Penulis 
ingin meneliti tentang tindak pidana 
perdagangan mie kuning basah yang 
menggunakan bahan formalin dengan 
meninjau putusan nomor 2796 / Pid.Sus / 
2018 / PN Mdn. 
Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui diantaranya: peranan BPOM 
dalam pengawasan bahan makanan yang 
diawetkan dengan bahan kimia berbahaya; 
perlindungan konsumen sebagai korban 
tindak pidana jual beli mie kuning basah; 
serta upaya hukum terhadap pelaku tindak 
pidana perdagangan jual beli mie kuning 
basah dengan menggunakan bahan 
formalin berdasarkan putusan Pengadilan 
Negeri Medan No. 2796/Pid.sus/2018. 




METODE PENELITIAN  
Dalam penelitian ini, jenis 
penelitian yang dilakukan adalah 
penelitian yuridis normatif. Penelitian 
yuridis normatif adalah penelitian yang 
menggunakan hukum sebagai kaidah dan 
asas penelitian serta menganalisis hukum 
yang telah diatur dalam peraturan 
perundang-undangan (Ibrahim, 2006). 
Karena bersumber pada buku, jurnal dan 
dokumen, penelitian ini juga dapat disebut 
sebagai library research atau penelitian 
kepustakaan. 
Sumber yang digunakan adalah 
sumber data sekunder, yang terbagi 
menjadi 3 (tiga), yaitu: 
a. Bahan hukum primer ialah bahan 
hukum bersifat mengikat dan 
autoratif. Dokumen-dokumen hukum 
tersebut terdiri dari Undang-undang 
Nomor 8 Tahun 1999 tentang 
Perlindungan Konsumen, Undang-
undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang 
Pangan, dan putusan hakim.  
b. Bahan hukum sekunder merupakan 
data-data yang berguna dalam 
kepentingan untuk menjelaskan bahan 
hukum primer. Bahan hukum 
sekunder berupa publikasi buku-buku 
teks, jurnal dan makalah hukum 
(termasuk yang online) serta pendapat 
ahli dan tidak bersifat mengikat.  
c. Bahan hukum tersier adalah bahan 
berupa kamus dan internet yang 
berfungsi menjadi bahan pendukung 
untuk menjelaskan bahan hukum 
primer dan sekunder. 
Untuk mengumpulkan keterangan 
yang menunjang dan mendukung 
penelitian, Penulis menggunakan beberapa 
teknik pengumpulan data sekunder, yang 
terdiri dari: 
a. Studi pustaka, yaitu studi berdasarkan 
kepustakaan dengan cara melakukan 
penelitian terhadap berbagai sumber 
bacaan seperti buku-buku, peraturan 
perundang-undangan dan jurnal. 
b. Studi putusan, yaitu studi berdasarkan 
putusan pengadilan nomor 
2796/Pid.Sus/2018/PN Mdn. 
Analisis data dalam penelitian ini 
adalah pengolahan data kualitatif yang 
diperoleh melalui penelitian kepustakaan, 
yaitu menganalisis Undang-undang Nomor 
8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 
Konsumen dan Putusan nomor 
2796/Pid.Sus/2018/PN Mdn sehingga 
diperoleh data untuk mempermudah 
Penulis dalam melakukan analisis. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN  
Peranan Badan Pengawas Obat dan 
Makanan (BPOM) dalam Pengawasan 
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Bahan Makanan yang Diawetkan 
dengan Bahan Kimia Berbahaya 
Sejarah BPOM dapat dilihat pertama 
sekali dari Keputusan Presiden Nomor 166 
Tahun 2000. Kemudian pada tahun 2001, 
Presiden mengeluarkan Keputusan Nomor 
103, dimana di dalamnya ada mengatur 
tentang kewenangan BPOM untuk memberi 
izin dan mengawasi peredaran obat dan 
makanan yang masih belum dijangkau atau 
diedarkan maupun yang sudah dijangkau oleh 
masyarakat. 
Tugas BPOM dalam menjalankan tugas 
pemerintahannya sangat penting karena 
bahan makanan yang dijual dalam masyarakat 
sering diawetkan dengan bahan formalin, 
pengawet yang termasuk dalam daftar 
tambahan kimia yang dilarang dalam pangan 
(Cahyadi, 2009). Oleh karena itu, bahan 
pengawet yang digunakan diawasi ketat oleh 
BPOM. 
Peran BPOM dalam hal melakukan 
pengawasan adalah sebagai upaya antisipasi 
terhadap peredaran makanan yang tidak 
patut dikonsumsi oleh masyarakat. Untuk 
menjamin keamanan pangan yang 
diperdagangkan, BPOM mewajibkan semua 
produk pangan olahan industri untuk dinilai 
terlebih dahulu keamanan pangan tersebut 
dan diberikan nomor pendaftaran sebelum 
diedarkan. Untuk meningkatkan keamanan 
pangan di Indonesia, BPOM menyusun 
standar dan regulasi yang berkaitan dengan 
persyaratan keamanan pangan setelah 
menganalisis risiko bahaya parameter. 
Upaya yang dilakukan BPOM selain 
meningkatkan keamanan pangan adalah 
menghimbau produsen dan konsumen akan 
kesadaran mereka dengan cara 
menyelenggarakan penyuluhan atau 
kampanye keamanan pangan untuk 
menyadari bahwa ini merupakan tanggung 
jawab dari semua pihak, mulai dari pihak 
produsen, pemerintah hingga konsumen. 
BPOM juga menerima permintaan 
bantuan dari pihak kepolisian, kejaksaan dan 
internal BPOM untuk memberikan keterangan 
ahli terkait kasus-kasus pidana makanan dan 
obat-obatan, serta berperan sebagai saksi. 
Tujuan pemberian keterangan ahli dan saksi 
yaitu memberikan justifikasi terhadap 
tindakan penyidikan dan penuntutan serta 
meyakinkan hakim dalam menjatuhkan 
putusan. 
Selain itu, BPOM melakukan evaluasi 
atas mutu dan keamanannya serta melakukan 
strategi dengan cara meningkatkan 
kompetensi dan memperkuat infrastruktur 
pengawasan dengan terus mengikuti 
perkembangan teknologi dan tren 
perdagangan sehingga mendapat cara 
pengamanan yang lebih efektif, efisien dan 
berkelanjutan. Pada tahun 2015 sampai 
dengan tahun 2019, visi dan misi BPOM 
ditujukan untuk mencapai sasaran penguatan 
dan peningkatan sistem pengawasan atas 




makanan dan obat yang ditempuh dengan 
cara: 
a. Melakukan penyusunan standar, regulasi 
dan kebijakan. Ini disebut juga sebagai 
standardisasi. Untuk standardisasi mie 
kuning basah yang baik adalah yang 
mempunyai nilai kimia dan karakteristik 
yang sesuai dengan persyaratan dalam 
penetapan Standar Nasional Industri 
(SNI) 2987 Tahun 2015. Dalam hal ini, 
yang diperhatikan adalah apakah 
formalin termasuk dalam bagian bahan 
tambahan mie kuning basah atau tidak. 
Tabel berikut menunjukkan kandungan 
formalin yang diatur. 












1.1 Keadaan    
1.1 Bau - Normal Normal 
1.2 Rasa - Normal Normal 
1.3 Warna - Normal Normal 
1.4 Tekstur - Normal Normal 




















































































































































Sumber Tabel SNI 2987:2015 
b. Penilaian yang merupakan evaluasi 
produk sebelum memperoleh izin edar 
dan akhirnya dapat diproduksi dan 
diedarkan kepada konsumen; 
c. Pengawasan makanan setelah 
peredaran. Tujuan dilakukannya 
adalah untuk memastikan konsistensi 
mutu, keamanan dan informasi 
makanan dengan cara melakukan 
sampling produk yang beredar; 
d. Pengujian laboratorium. Perbedaan 
mie kuning basah yang biasa dengan 
yang diawetkan formalin hanya dapat 
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diketahui melalui uji formalin di 
laboratorium. Pengujian dilakukan 
untuk mengetahui apakah makanan 
tersebut telah memenuhi syarat 
keamanan, manfaat dan mutu. Apabila 
hasil yang didapat tidak memenuhi 
syarat, maka produk makanan tersebut 
akan ditarik dari peredaran; dan 
e. Melakukan upaya penegakan hukum 
khususnya di bidang pengawasan. 
Proses penegakan hukum terhadap 
tindak pidana pelanggaran obat dan 
makanan dapat berakhir dengan 
pemberian sanksi administratif 
maupun pidana, dilihat dari ranahnya. 
Dalam melaksanakan tugas dan 
tanggung jawabnya, BPOM mempunyai 
kebijakan yang diharapkan dapat mengarah 
kepada: 
a. Penguatan sistem pengawasan 
berbasis risiko untuk melindungi 
masyarakat. 
Dimulai dari perencanaan yang 
diarahkan berdasarkan pada aspek 
teknis, ekonomi, sosial dan spasial, 
penguatan sistem pengawasan dapat 
meningkatkan perlindungan kepada 
kelompok rentan meliputi balita, anak 
usia sekolah, dan penduduk miskin; 
b. Peningkatan urusan bimbingan dan 
pembinaan pelaku usaha untuk 
mendorong kemandirian mereka untuk 
memberi jaminan keamanan dan 
bersaing secara sehat; 
c. Peningkatan kerjasama kemitraan dan 
partisipasi masyarakat melalui edukasi 
publik; serta 
d. Penguatan lembaga pengawasan obat 
dan makanan yang mengarahkan pada 
pengelolaan sumber daya internal 
secara efektif dan efisien untuk 
mewujudkan tata kelola pemerintahan 
yang baik.  
Perlindungan Konsumen sebagai 
Korban Tindak Pidana Jual Beli Mie 
Kuning Basah dengan Menggunakan 
Bahan Formalin 
Peran perlindungan konsumen 
tidak hanya terbatas pada pengawasan 
kualitas mie kuning basah yang 
diperdagangkan, tetapi juga pada bahan-
bahan yang dapat membahayakan 
konsumen. Dalam cakupan ini, 
perlindungan konsumen meliputi 
pengaturan yang berawal dari tahap awal 
(produksi, pengawetan, pengemasan, dan 
sebagainya) hingga akibat-akibat dari 
pengonsumsian pangan tersebut. 
Perlindungan konsumen diadakan 
untuk menjamin setiap orang atau 
konsumen mengonsumsi mie kuning basah 
dan terhindar dari perbuatan produsen 
yang menimbulkan kerugian. Sebagai 
konsumen, kita juga seharusnya memiliki 




kesadaran dan berhati-hati dalam 
bertindak, misalnya berusaha untuk 
memperhatikan detail dari setiap produk 
yang digunakan maupun dikonsumsi 
seperti masa kadaluarsanya, kandungan 
apa saja yang tercantum, halal atau tidak 
dan lain sebagainya. 
Sebenarnya, diaturnya 
perlindungan konsumen tidak 
dimaksudkan untuk membatasi ruang 
gerak usaha dan aktivitas produsen, 
namun sebaliknya, tujuan perlindungan 
konsumen adalah untuk menciptakan 
persaingan dan iklim usaha yang sehat. 
Ketergantungan hubungan hukum antara 
produsen dan konsumen cukup tinggi, 
dimulai dengan produsen yang harus 
beritikad baik sebagai pelaku usaha 
kegiatan perdagangan menjual, dan 
kegiatan membeli oleh konsumen yang 
juga harus melaksanakan kewajibannya 
dengan baik. 
Perlindungan hukum konsumen 
didasarkan pada seluruh peraturan 
perundang-undangan dan putusan-
putusan hakim yang substansinya 
mengatur mengenai kepentingan 
konsumen, dalam hubungan dan masalah 
penyediaan dan penggunaan produk 
(Samsul, 2004). Yang diperhatikan adalah 
hierarki peraturan perundang-undangan 
sebagaimana telah diatur dalam Pasal 64 
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 
tentang Perlindungan Konsumen yang 
pada dasarnya memiliki arti bahwa 
peraturan perundang-undangan dan 
regulasi lainnya yang bertujuan untuk 
melindungi konsumen selain daripada 
Undang-undang Perlindungan Konsumen 
sendiri dapat diberlakukan sepanjang 
tidak bertentangan dengan Undang-
undang Perlindungan Konsumen, dan yang 
belum diatur di dalamnya. 
Undang-undang Perlindungan 
Konsumen mengatur mengenai hak dan 
kewajiban konsumen dan pelaku usaha. 
Adapun hak-hak konsumen sebagai 
pembeli produk mie kuning basah antara 
lain: 
a. Mendapatkan rasa aman untuk 
mengonsumsi mie kuning basah 
tersebut; 
b. Mendapat bimbingan dan pendidikan 
mengenai kualitas produk mie kuning 
basah yang bagus; 
c. Mendapat produk mie kuning basah 
dengan harga sesuai dan kondisi yang 
dijanjikan; 
d. Memperoleh informasi yang benar dan 
jelas mengenai kondisi produk mie 
kuning basah; 
e. Didengar pendapat dan keluhannya 
setelah mengonsumsi mie kuning 
basah yang dibeli; 
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f. Mendapatkan kompensasi apabila 
produk mie kuning basah yang dibeli 
dan dikonsumsi tidak sesuai dengan 
yang semestinya. 
Dalam hal apabila produsen 
memperdagangkan produk mie kuning 
basah yang tidak aman dikonsumsi, maka 
butir a dalam pasal 4 dapat digunakan 
untuk melindungi konsumen. Menurut 
Miru & Yodo (2004), hak tersebut 
dimaksudkan untuk menjamin keamanan 
dan keselamatan konsumen dalam 
mengonsumsi mie kuning basah, karena 
mie kuning basah yang diawetkan dengan 
formalin dapat menimbulkan ancaman dan 
kerugian terhadap kesehatan. 
Beberapa kewajiban dalam Undang-
undang Perlindungan Konsumen yang 
harus dilaksanakan pelaku usaha dalam 
memperdagangkan produk mie kuning 
basah antara lain: 
a. Beritikad baik dalam melakukan 
kegiatan usahanya 
b. Memberikan informasi yang benar, 
jelas, dan jujur mengenai kondisi dan 
jaminan atas mie kuning basah. 
c. Menjamin mutu mie kuning basah 
yang diperdagangkan berdasarkan 
standar mutu yang berlaku; 
d. Memberi ganti rugi apabila mie kuning 
basah yang dibeli konsumen tidak 
sebagaimana mestinya. 
Kewajiban-kewajiban pelaku usaha 
dalam Pasal 7 Undang-undang 
Perlindungan Konsumen diatur dalam 
rangka untuk melindungi konsumen, 
sehingga apabila dilanggar, pelaku usaha 
akan dikenakan sanksi yang juga diatur 
dalam Undang-undang Perlindungan 
Konsumen, baik sanksi administratif (Pasal 
60) maupun sanksi pidana (Pasal 61 
sampai dengan Pasal 63). Menurut Zulham 
(2013), konsumen dapat meminta 
pertanggungjawaban pelaku usaha yang 
ditinjau melalui prinsip: 
a. Berdasarkan kelalaian/kesalahan 
(Negligence). 
Tanggung jawab merupakan suatu 
bentuk tanggung jawab tersebut 
ditentukan oleh perilaku produsen dan 
bersifat subjektif. Perilaku yang dimaksud 
adalah pelaku usaha yang tidak bersikap 
hati-hati atau lalai dalam 
memperdagangkan produk mie kuning 
basah (Samsul, 2004). Dengan meninjau 
putusan nomor 2796 / Pid.Sus / 2018 / PN 
Mdn, Rodiati dalam kegiatan usaha 
perdagangan tokonya, memesan mie 
kuning basah dari seorang supplier yang 
dikenalnya, kemudian menjualnya kepada 
para pedagang di pasar tradisional. Namun 
mie kuning basah yang dibeli Rodiati telah 
diawetkan dengan bahan kimia formalin 
sebelumnya tanpa dia ketahui.  




Seorang pelaku usaha seharusnya 
memeriksa kualitas dan mutu produknya 
terlebih dahulu untuk memastikan tidak 
ada kerugian yang dapat timbul di 
kemudian hari. Kelalaian Rodiati berakibat 
pada munculnya kerugian konsumen 
sehingga dapat didakwakan oleh 
konsumen, karena telah memenuhi syarat-
syarat untuk dijadikan dasar-dasar 
dakwaan, yaitu: 
1. Tingkah lakunya yang 
menyebabkan kerugian dan 
membahayakan kesehatan 
konsumen dikarenakan tidak 
menjamin keamanan produk mie 
kuning basah sesuai dengan standar 
untuk dikonsumsi. 
2. Tergugat Rodiati lalai dalam 
kewajiban berhati-hati terhadap 
penggugat. Mie kuning basah yang 
dijualkan telah dibuktikan 
mengandung formalin setelah 
dilakukan tes dalam laboratorium. 
3. Kelalaian tersebut merupakan 
faktor penyebab timbulnya 
kerugian. 
 
b. Berdasarkan tanggung jawab mutlak 
Prinsip tanggung jawab mutlak 
merupakan sistem tanggung jawab yang 
tidak didasarkan pada kesalahan 
produsen, yakni menerapkan tanggung 
jawab kepada penjual produk yang tidak 
sesuai standar. Pembuktian dalam prinsip 
ini tidak semata-mata dilihat dari apakah 
Rodiati melakukan tindak pidana yang 
dituduhkan melakukan kesalahan atau 
tidak, namun beban pembuktian mutlak 
langsung ditujukan terhadapnya terhadap 
kejahatan perdagangan mie kuning basah 
yang berbahaya. Prinsip ini dinilai lebih 
responsif terhadap kepentingan konsumen 
dibandingkan prinsip tanggung jawab 
negligence karena pembuktiannya relatif 
sederhana. 
 
Upaya Hukum terhadap Pelaku Tindak 
Pidana Perdagangan Jual Beli Mie Kuning 
Basah dengan Menggunakan Bahan 
Formalin 
Berkenaan dengan mie kuning 
basah sebagai bahan makanan masyarakat 
pada umumnya, Undang-undang Nomor 18 
Tahun 2012 tentang Pangan telah 
mengaturnya dengan definisi pangan 
merupakan sumber hayati dari hasil 
tanaman pertanian, perkebunan, hewani 
seperti peternakan, perikanan, perairan, 
baik yang dapat dikonsumsi secara alami 
maupun yang perlu diolah terlebih dahulu. 
Kandungan pangan juga termasuk bahan 
tambahan, bahan baku, dan bahan lainnya 
yang digunakan dalam proses penyiapan, 
pengolahan dan/atau pembuatannnya. 
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Mie kuning basah yang dikonsumsi 
oleh masyarakat harus aman dan tidak 
diawetkan dengan bahan-bahan yang 
membahayakan kesehatan. Seperti yang 
dituangkan dalam Peraturan Menteri 
Kesehatan Republik Indonesia Nomor 
722/Menkes/Per/IX/1988, salah satu 
bahan tambahan pangan yang dilarang 
adalah formalin. 
Beberapa peraturan perundang-
undangan telah melarang pelaku usaha 
dari penggunaan bahan formalin dalam 
produksi dan peredaran mie kuning basah, 
contohnya Undang-undang Pangan. Selain 
itu terdapat juga Undang-undang 
Perlindungan Konsumen dengan Pasal 8 
ayat (1) yang mengatur kewajiban pelaku 
usaha untuk menjualnya sesuai standar 
yang dipersyaratkan. 
Pelaku tindak pidana perdagangan 
mie kuning basah dengan bahan formalin 
akan dikenakan sanksi-sanksi yang diatur 
perundang-undangan. Sanksi-sanksi 
tersebut diharapkan dapat mencapai 
tujuan-tujuan seperti: 
a. Tujuan preventif, agar menghindari 
terjadi kembali atau mengurangi 
tindak pidana yang sama dan 
menyadarkan masyarakat untuk 
bersikap lebih waspada sebagai akibat 
kurangnya pendidikan mengenai 
kesehatan makanan maupun cara 
membedakan mie kuning basah yang 
diawetkan secara natural atau 
formalin. 
b. Tujuan reparatif, yaitu untuk 
memperbaiki kesalahan yang terjadi 
dan mengembalikannya seperti 
keadaan semula, serta memberi efek 
jera kepada pelaku untuk tidak 
melakukan kejahatan tersebut lagi. 
c. Tujuan represif, yaitu mengendalikan 
tingkat kejahatan perdagangan jual 
beli mie kuning basah dengan 
menggunakan bahan formalin. 
Undang-undang Pangan 
menerapkan sanksi berupa pidana penjara 
paling lama 5 (lima) tahun atau denda 
paling banyak Rp 10.000.000.000,00 
(sepuluh miliar rupiah) terhadap tindak 
pidana perdagangan mie kuning basah 
yang berbahaya. Sedangkan Undang-
undang Perlindungan Konsumen 
mengenakan sanksi pidana penjara paling 
lama 2 (dua) tahun atau pidana denda 
paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima 
ratus rupiah). 
Dalam kasus Rodiati, tindak pidana 
yang dilakukannya adalah 
memperdagangkan mie kuning basah yang 
diawetkan dengan bahan formalin, bukan 
memproduksinya, sehingga Undang-
undang Pangan hanya berperan sebagai 
bahan pertimbangan untuk dakwaan yang 
dikenakan padanya, yaitu pelanggaran 
Undang-undang Perlindungan Konsumen 




mengenai perbuatan yang dilarang 
dilakukan baginya. 
Maka dari itu, berdasarkan 
peninjauan putusan Pengadilan Negeri 
Medan No. 2796/Pid.sus/2019, upaya 
hukum terhadap pelaku tindak pidana 
perdagangan jual beli mie kuning basah 
dengan menggunakan bahan formalin 
adalah pidana denda sejumlah Rp 
2.000.000,00 (dua juta rupiah), dengan 
ketentuan apabila denda tersebut tidak 
dibayar maka diganti dengan pidana 
penjara selama 3 (tiga) bulan karena 
melanggar Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat 
(1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 
tentang Perlindungan Konsumen. 
 
SIMPULAN  
Badan Pengawas Obat dan Makanan 
(BPOM) merupakan lembaga pemerintah 
non departemen yang mempunyai tugas 
pemerintahan untuk melakukan 
pengawasan terhadap obat dan makanan 
sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Peran BPOM 
adalah sebagai upaya antisipasi terhadap 
peredaran obat dan makanan yang tidak 
patut dikonsumsi oleh masyarakat. Hak 
dan kewajiban konsumen dan produsen 
telah diatur dalam Undang-undang 
Perlindungan Konsumen. Pasal 4 dapat 
digunakan untuk melindungi konsumen 
korban tindak pidana perdagangan mie 
kuning basah yang diformalinkan, karena 
memuat hak yang dimaksudkan untuk 
mendapat rasa aman dan keselamatan saat 
mengonsumsi mie kuning basah tersebut. 
Upaya hukum terhadap pelaku tindak 
pidana perdagangan mie kuning basah 
yang diawetkan dengan formalin dilihat 
pada pasal 75 Undang-undang Pangan dan 
pasal 8 Undang-undang Perlindungan 
Konsumen, dimana sanksi yang dikenakan 
berdasarkan putusan nomor 2796 / 
Pid.Sus / 2018 / PN Mdn adalah denda 
sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta 
rupiah), dengan ketentuan akan diganti 
dengan pidana penjara selama 3 (tiga) 
bulan apabila denda tersebut tidak 
dibayar. 
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